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PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan

secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
KXXXXXXKKXXXXXKXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe
dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Endang Sri
Wahyuningsih, S.H., Pengacara / Advokat / Penasehat
Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Endang Sri
Wahyuningsih, S.H & Parther yang beralamat di Jin.
Haluoleo, Perumahan Bumi Praja, Kel. Anduonohu, Kec.
Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang
bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
mewakili pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 01 Desember 2023 Register Nomor
529/SK/2023 tanggal Desember 2023, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di
1,.9,9,9.9,9.9.90,9.9,:9.9,9,0.9.9.9:0.9,.9,¢.0.0.0.0.0.0,0. ¢ Kabupaten
Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-

bukti Penggugat di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2023

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 06

Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1995, Peggugat melangsungkan Pernikahan
dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Besulutu, Konawe Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka, dengan di Nikahkan oleh Imam Masjid Bernama
Hasim, wali nikah Pemohon Il bernama Muhamad Andi (Paman), dan di
hadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: Bahrun dan H. Baso,
dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.750.000 ( tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan
disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, Pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal
dirumah kediaman Penggugat di Besulutu, hingga akhirnya Tergugat
meninggalkan rumah dan berpisah hingga sekarang;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dangan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

5.1, XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari Tanggal 07-05- 1996;
5.2, XXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Besulutu Tanggal 20 -02-2008;
5.3, XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta 07-01-2011;
54, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Asunde 01-01-2009;

6. Bahwa keempat orang anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama
Penggugat;
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7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah,
karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu dengan alasan petugas yang
dimintakan bantuan oleh Penggugat tenyata lalai tidak mendaftarkan
pernikahan Penggugat dangan Tergugat di KUA yang berwenang,
sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
alasan hukum dalam Pengurusan Perceraian dan Akta Kelahiran anak-
anak Penggugat dan Tergugat yang memerlukan Penetapan Pengesahan
Nikah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran,
percekcokan terus menerus awal pertengkaran yaitu tahun 2018,
dikarenakan:

9.1. Penggugat menjadi tulang punggung keluarga;

9.2. Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarng;

9.3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 4
( empat) tahun;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2019, yang akibatnya antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
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Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sahnya Penikahan antara Penggugat (Sartini binti Budu
Hama) dengan Tergugat (Muslimin bin Angi) yang dilaksanakan pada
tanggal 06 Juli 1995 di Wilayah hukum Kecamatan Besulutu, Konawe
Sulawesi Tenggara,

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat) di Depan Sidang Pengadilan Agama Kendari;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedang Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya
agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing
mengaku bernama:

I. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXXXXXXXXX sedang Tergugat bernama XXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 1995, lupa
tanggalnya di Kecamatan Besulutu, Konawe Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh oleh Imam
Masjid Bernama Hasim;

- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat adalah Muhamad Andi (Paman
Penggugat) karena ayah Penggugat saat itubsudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat
adalah Bahrun dan H. Baso;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga dan dan tidak pula sesusuan serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp750.000
( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang
dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi
sejak tahun 2018 mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Il. Saksi Il, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
pendidikan Sekolah lanjutan Atas, bertempat tinggal di
XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali
Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXXXXXXXXX sedang Tergugat bernama XXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bulan Juli 1995 di
Kecamatan Besulutu, Konawe Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh oleh Imam
Masjid Bernama Hasim;

- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat adalah Muhamad Andi (Paman
Penggugat) karena ayah Penggugat sudah meninggal;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat
adalah Bahrun dan H. Baso;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga dan dan tidak pula sesusuan serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp.750.000
( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang
dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi
sejak tahun 2018 mulai goyah yang disebabkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut
dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa
Hukumnya dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi
kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kuasa
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana
yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima
untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama
Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah,
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a
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angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang
menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun
2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,
namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis
Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya
perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma
Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 06
Juli 1995 di Kecamatan Besulutu, Konawe Sulawesi Tenggara, akan tetapi
pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Kantor urusan
Agama (KUA) setempat dan perkawinan tersebut hingga saat ini tidak pernah
putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan itsbat nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka, dan telah pisah tempat tinggal tanpa saling
menghiraukan sejak awal tahun 2019 (4 tahun) sehingga tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun
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telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara

ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat
tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat
yang memenuhi syarat formil dan materil, Penggugat dan Tergugat telah dan
masih terikat oleh suatu perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli
1995, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain
sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta Kketidakhadiran Tergugat di
persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan
menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 06 Juli 1995 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
akan tetapi sejak tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar;

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun
2019 sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada
harapan lagi untuk bisa dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
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keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan
bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang
tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir
tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,
sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun
Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah
tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal
untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka,
maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah.
Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi
norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab
Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan
bahwa:

aglls olall ade sllo lg=>g 3] arzg ll art, pac il b3l
Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
yang terdapat dalam kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 249 yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

il s 15] asly aslls (o Lall Leallay 3o 3o aill iolall o callas Ol lg) s

lagin oYl p& jes

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya

dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak

adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk
didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (broken marriage)
dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2
dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang
terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat
yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat
terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu
ba’in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk
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oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah
baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat
(Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 06 Juli 1995 di
Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29
Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadi Akhir 1445
Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra.Hj.Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik diluar hadirnya

Tergugat;

Hal.12 dari 11 halaman Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 32.000,00
4, Biaya PNBP ‘Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
6. Biaya Materai :Rp 10 .000.00

Jumlah :Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
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